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PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

Mengingat

NOMOR 01 TAHUN 2019
TENTANG

PERDAGANGAN GULA KRISTAL RAFINASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa gula kristal rafinasi merupakan bahan baku dan
bahan penolong bagi industri pengguna yang harus
dijaga ketersediaan dan penyalurannya;

bahwa  ketentuan  terkait gula  kristal rafinasi
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 74/M-DAG/PER/9/2015 tentang
Perdagangan Antarpulau Gula Kristal Rafinasi perlu
disesuaikan dengan perkembangan hukum dan
kebutuhan industri pengguna;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perdagangan

Gula Kristal Rafinasi;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3502);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5492);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5512);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang
Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962
Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam
Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4402);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang
Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3867);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang
Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
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Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);

Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2004 tentang
Penetapan Gula Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor
83/M-IND/PER/11/2008 tentang Pemberlakuan Standar
Nasional Indonesia Gula Kristal Rafinasi Secara Wajib
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 75);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2018
tentang Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Perdagangan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 338);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018
tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik di Bidang Perdagangan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 938);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG
PERDAGANGAN GULA KRISTAL RAFINASI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Gula Kristal Rafinasi (Refined Sugar) adalah gula yang
dipergunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong
dalam proses produksi, yang memenuhi SNI yang
ditetapkan wajib oleh kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

perindustrian dengan Pos Tarif/HS. 1701.99.11.00.
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Produsen Gula Kristal Rafinasi adalah perusahaan yang
melakukan proses produksi Gula Kristal Rafinasi untuk
memenuhi kebutuhan industri pengguna.

Industri Pengguna adalah industri makanan dan
minuman, industri farmasi, industri herbal/jamu,
industri hotel, restoran, dan katering (HOREKA), industri
tembakau dan industri lainnya baik industri besar,
menengah dan kecil yang menggunakan Gula Kristal
Rafinasi sebagai bahan baku proses produksi dan bahan
penolong, serta memiliki izin dari instansi
yang berwenang.

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang
seorang atau badan hukum Koperasi dengan
melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi
sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar
atas asas kekeluargaan.

Perdagangan Antarpulau Gula Kristal Rafinasi adalah
kegiatan pendistribusian Gula Kristal Rafinasi yang
dilakukan oleh Produsen Gula Kristal Rafinasi kepada
Industri Pengguna dari satu pulau ke pulau lain atau
antardaerah dalam satu pulau yang pengangkutannya
dilakukan melalui angkutan laut.

Surat Persetujuan Perdagangan Antarpulau Gula Kristal
Rafinasi yang selanjutnya disingkat SPPAGKR adalah
surat persetujuan bagi Produsen Gula Kristal Rafinasi
untuk melaksanakan kegiatan Perdagangan Antarpulau
Gula Kristal Rafinasi.

Sistem Informasi Perizinan Terpadu yang selanjutnya
disingkat SIPT adalah sistem pelayanan perizinan
perdagangan dalam negeri pada Kementerian
Perdagangan yang dilakukan secara elektronik melalui
laman http://sipt.kemendag.go.id.

Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang
selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga
pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang koordinasi

penanaman modal.
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Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB
adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan
oleh Lembaga 0SS setelah Pelaku Usaha
melakukan Pendaftaran.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 2
Gula Kristal Rafinasi hanya dapat diperdagangkan oleh
Produsen Gula Kristal Rafinasi kepada Industri Pengguna
sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses
produksi.
Produsen Gula Kristal Rafinasi bertanggung jawab
terhadap Gula Kristal Rafinasi yang diperdagangkan

secara langsung kepada Industri Pengguna.

Pasal 3

Gula Kristal Rafinasi dilarang diperdagangkan di pasar

ecerarn.

(1)

(2)

Pasal 4
Dalam melakukan perdagangan Gula Kristal Rafinasi,
Produsen Gula Kristal Rafinasi harus melakukan kontrak
kerja sama dengan Industri Pengguna.
Kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit memuat keterangan mengenai:

a. jangka waktu kerja sama;

b. harga;

c. jumlah dan nilai kontrak;
d. spesifikasi produk;

e. jadwal pengiriman;

f.  kewajiban; dan

g. sanksi.
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